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Sanksi Pelanggaran Pasal 113 

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran 
hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 
huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana 
denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin 
Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak 
ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 
(1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk 
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin 
Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak 
ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 
(1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk 
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 
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PRAKATA 
Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas 

berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya, akhirnya penulis bisa 

merampungkan buku Pengawasan Keuangan Negara Antara Ada dan 

Tiada (Fakta Empiris Kota Samarinda). 

Penulis termotivasi membahas topik ini karena melihat 

perkembangan kondisi pengawasan keuangan negara tidak sedang 

baik-baik saja. Hal ini terlihat Indeks Persepsi korupsi yang 

berfluktuasi tapi cenderung menurun. Selain itu, banyaknya lembaga 

pengawas keuangan negara tidak menjadikan kebocoran keuangan 

negara dapat diminimalisir, tetapi semakin banyak kasus korupsi 

yang mencuat ke publik. 

Penulis berharap dapat memberikan pemahaman tentang 

pengawasan keuangan negara khususnya pengawasan internal. 

Dengan demikian, akan meningkatkan pemahaman dan pencerahan 

bagi para mahasiswa, pemerhati, praktisi pengawasan keuangan 

negara dan khalayak umum yang berminat untuk mengkaji isu 

tersebut. 

Buku ini penjelaskan upaya pengawasan keuangan negara 

dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengawasan keuangan. 

Banyaknya lembaga pengawasan menimbulkan carut-marut 

pengawasan yang terkesan berjalan sendiri-sendiri. Selanjutkan buku 

ini menjelaskan gambaran Inspektorat Kota Samarinda, perencanaan 

pengawasan dan pelaksanaan pengawasan. Pada bagian akhir 

menjelaskan pelaporan audit dan pola ideal pengawasan keuangan 

daerah.  

Penulis berharap semoga buku ini memberikan manfaat 

dalam pengembangan Akuntansi Sektor Publik khususnya bidang 

pengawasan keuangan negara. Selain itu, juga dapat digunakan untuk 

pembelajaran Audit Sektor Publik. Para praktisi dan khalayak umum 

dapat memanfaatkan buku ini untuk menambah wawasan tentang 

pengawasan keuangan negara. 

Penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga 

kepada semua pihak yang membantu selama proses penyusunan 

buku ini. Khususnya kepada isteri dan anak-anakku yang penuh 
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pengertian dan kesabaran menemani penulis walau terpisah oleh 

jarak. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini belumlah 

sempurna karena kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Namun 

demikian, saran dan kritik yang sifatnya membangun senantiasa 

diharapkan untuk kesempurnaan substansi buku ini. 

 

Samarinda, Nopember 2022  

Penulis 
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